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ABSTRAK

Putri Sakiah Khaerunnisa (B11116598), dengan judul “Jual Beli HGB
Hasil Pecahan yang Telah Berakhir Masa Berlakunya di Kabupaten Agam
(Studi Putusan No. 26/PDT.G/2019/PN LBB)” di bawah bimbingan Kahar
Lahae dan Amaliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum tindakan
penjualan dan penerbitan sertifikat HGB di atas tanah yang berstatus HGB
dari pemerintah. Selanjutnya, menganalisis pertimbangan hukum hakim
dalam Putusan No0.26/Pdt.G/2019/PN.LBB terkait penjualan dan
penerbitan sertifikat HGB di atas tanah yang berstatus HGB dari
Pemerintah Kabupaten Agam.

Metode penelitian yang digunakan, vyaitu normatif. Teknik
pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (library research).
Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara sistematis,
faktual, dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akibat hukum tindakan
penjualan dan penerbitan sertifikat HGB di atas tanah yang berstatus HGB
dari pemerintah adalah cacat hukum atau cacat yuridis karena pemecahan
HGB vyang dilakukan dimohonkan oleh PT. Sitangkai Sakti Group
melahirkan status baru terhadap sertifikat HGB No. 68 telah melanggar
Pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 133 ayat (3) Permen No.
3 Tahun 1997. Kemudian jual beli HGB No. 68 tidak memenuhi syarat
objektif, yakni suatu sebab yang halal sesuai Pasal 1320 ayat (4) BW.
Oleh karena itu jual beli tersebut berakibat batal demi hukum. (2)
Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.26/Pdt.G/2019/PN.LBB
terkait penjualan dan penerbitan sertifikat HGB di atas tanah yang
berstatus HGB dari Pemerintah Kabupaten Agam belum menguraikan
secara komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan dalam pertimbangan
hukum yang menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan Hakim yakni Pasal
35 ayat (3) UUPA, Pasal 34 ayat 1 sampai ayat 6 PP No. 40 Tahun 1996,
Pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, dan Pasal 133 ayat (3) Permen
No. 3 Tahun 1997. Hal tersebut belum bersesuaian dengan asas putusan
harus diserta alasan. Walaupun amar putusan yang dihasilkan telah
mencerminkan keadilan, namun perlu ditekankan bahwa putusan hakim
merupakan produk hukum yang mengikat sehingga harus memiliki
pertimbangan secara komprehensif secara yuridis, filosifis, dan sosiologis.

Kata Kunci: Hasil Pecahan, HGB, Jual Beli, Masa Berlaku.
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ABSTRACT

Putri Sakiah Khaerunnisa (B11116598), under the supervision of
Kahar Lahae and Amaliyah, with the title "Selling and Buying BRT
(Building Rights Title) from the splitting result which has expired in Agam
Regency (Study of Decision No. 26/PDT.G/2019/PN LBB)."

This study aims to analyze the legal implications of selling and
issuing BRT certificates on government-designated BRT land. Next, to
analyze the judge's legal reasoning in Decision No.26/Pdt.G/2019/PN.LBB
concerning the sale and issuance of BRT certificates on land with BRT
status from the Agam Regency Government.

This study was done with normative research methods, while the
process of gathering legal materials is called library research. All the found
legal materials are broken down into three groups: primary, secondary,
and tertiary legal materials. They were analyzed systematically, factually,
and accurately.

The results indicate that (1) The legal consequences of selling and
issuing BRT certificates on government-owned land with BRT status are
legal or juridical defects, as the BRT split requested by PT Sitangkai Sakti
Group resulted in a new status for BRT certificate No. 68, which violated
Article 48 paragraph (1) of PP No. 24 of 1997 and Article 133 paragraph (3)
of Ministerial Regulation No. 3 of 1997. Then, pursuant to Article 1320
paragraph (4) BW, purchasing and selling BRT No. 68 does not meet the
objective requirements, namely a lawful purpose. As a result, the sale and
purchase were declared null and void. (2) The judge's legal considerations
in Decision No0.26/Pdt.G/2019/PN.LBB regarding the sale and issuance of
BRT certificates on land with BRT status from the Agam Regency
Government does not adequately describe the provisions in legal
considerations that serve as the basis for enforcing the judge's decision,
namely Article 35 paragraph (3) of the UUPA, Article 34 paragraph 1 to
paragraph 6 of PP No. 40 of 1996, Article 48 paragraph (1) PP No. 24 of
1997, and Article 133 paragraph (3) of Ministerial Regulation no. 3 of 1997.
This is contrary to the principle of a decision that must be justified. While
the resulting verdict reflected justice, it should be emphasized that
because the judge's decision is legally binding outcome it must incorporate
careful legal, philosophical, and sociological considerations.

Keywords: The splitting result of BRT, BRT, Buy and sell, expiration date.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sesuai amanat dalam Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun 1945).! Salah satu hal yang diatur hukum adalah kedudukan
negara dalam melakukan penguasaan terhadap tanah dan kekayaan alam
lainnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat atau yang dikenal dengan
istilah hak menguasai negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.?

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatribusikan
kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini negara untuk melakukan
perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan
alam vyang terkandung di dalamnya).® Ketentuan ini merupakan
konsekuensi logis bahwa Indonesia menganut paham negara hukum
kesejahteraan dengan dikuasainya bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya tersebut oleh negara, pemerataan atas hasil-hasil

1 pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

? pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¥ Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, Reforma Agraria di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, him. 92.



pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini akan dapat
tercapai.’

Selanjutnya hak menguasai negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang mengatur bahwa:’

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar

1945 , dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan

ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung

didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Kedudukan negara senantiasa dikaitkan dengan eksistensinya
sebagai organisasi kekuasaan. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga
R. Susanto, mengungkapkan bahwa kata kuasai diartikan sebagai diatur
dan diselenggarakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat pada umumnya.® Hal ini bersesuaian dengan pidato Menteri Agraria,
Sudjarwo dihadapan DPR-GR 12 September 1960, bahwa kata dikuasai
maksudnya mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah
untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.’

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi
kebutuhan hakiki bagi manusia dan berfungsi esensial bagi kehidupan dan

penghidupan manusia, bahkan dapat menentukan peradaban suatu

bangsa. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat

4 Hasni, 2010, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks
UUPA, UUPR, UUPLH, Rajawali Pers,Jakarta, him. 14-15.

5Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

6 Syamsuddin Pasamai, 2010, Hukum Agraria dan Hukum Tanah Indonesia,
Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, him. 57.
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permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa
mendatang. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat
manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang
mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan, bahkan
pada akhirnya tanah pula yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi
manusia.®

Penguasaan dan pengunaan tanah didasarkan pada alas hak yang
dimiliki oleh seseorang terhadap suatu bidang tanah. Alas hak menjadi
suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan untuk menentukan
keabsahan penguasaan dan penggunaan suatu tanah. Alas hak berfungsi
sebagai dokumen legal untuk pembuktian atas hak suatu tanah. UUPA
mengatur bahwa terdapat berbagai macam hak-hak atas tanah.

Salah satu jenis alas hak atas tanah dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA,
yaitu Hak Guna Bangunan (HGB). HGB adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Selanjutnya atas permintaan
pemegang hak dan keperluan serta keadaan bangunannya, maka jangka
waktunya dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. HGB dapat beralih

dan dialihkan kepada pihak lain.’

® Muhammad Ilham Arisaputra, Op.cit., him. 55.
° pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.



HGB dapat dimiliki oleh orang perorangan dan badan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.™®
HGB banyak dimanfaatkan oleh orang-perorangan atau badan hukum
untuk membangun bangunan yang dimanfaatkan dalam bidang usaha.

Pemerintah dapat memberikan tanah dengan status HGB kepada
pihak swasta untuk dapat diberdayakan sehingga menjadi pendorong
dalam menggerakkan pembangunan dan perekonomian di suatu daerabh.
Namun, penguasaan tanah negara dengan dasar alas HGB seringkali
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki iktikad baik, misalnya
menjual tanah tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan
pemerintah. Pada dasarnya HGB dapat dialihkan, namun proses
pengalihan tersebut tidak dapat melahirkan HGB baru untuk diberikan
kepada pihak lain. Akan tetapi, faktanya terdapat sengketa kasus yang
menerbitkan sertifikat HGB di atas tanah dengan status HGB dari
pemerintah sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait HGB.

Adapun contoh kasus penyalahgunaan HGB, yaitu putusan
No0.26/Pdt.G/2019/PN.LBB, dimana Pemerintah Kabupaten Agam selaku
Penggugat bersengketa dengan PT. Sitangkai Sakti Group selaku
Tergugat A. Kronologis atau duduk perkara permasalahan tersebut diawali
dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan PT Sitangkai

Sakti Group yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang

% pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.



dilegalisasi oleh Notaris Atrino Leswana No.17 tanggal 16 Juli 1988.

Perjanjian itu pada pokoknya mengatur:

1.

2.

Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sebidang

tanah bekas Pasar Serikat Lubuk Basung;

Pihak kedua berkewajiban membangun:

a. Pembangunan lapangan terminal;

b. Pembangunan 36 loket, tower (kantor terminal), mushala,
WC umum;

. Pembangunan 59 petak toko bertingkat;

. Pembangunan 60 petak toko (30 bertingkat dan 30 lagi tidak
bertingkat)

Pihak kedua mendapatkan hak atas sarana pembelanjaan yang

dibangun dan diberi hak untuk menjual/mengoper namakan

bangunan tersebut kepada pihak ketiga;

Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan kepada pihak pertama

1 (satu) toko bertingkat dan 1 (satu) toko tidak bertingkat untuk

diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang

bersangkutan dan sebuah tower terminal serta pelataran parkir

kepada Pemerintahan Tingkat | Agam dan akan dioperasikan

sebagai sarana penunjang Ibukota Kabupaten;

Pihak kedua diberi hak pengelolaan / HGB, loket serta kantin

selama 20 (dua puluh) tahun untuk menyewakan kepada pihak

ketiga:

Pihak pertama memberikan HGB selama 20 (dua puluh tahun)

kepada pihak ketiga dan apabila sampai saatnya pihak ketiga

dapat memohon perpanjangan tempat sarana perbelanjaan /

tempat tinggal sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat

itu dalam ketentuan keagrarian.

o 0

Setelah perjanjian dilaksanakan, PT. Sitangkai Sakti Group

mengajukan permohonan hak untuk melakukan pengelolaan sebagian

tanah yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Agam kepada pihak Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Agam (BPN Agam) untuk diterbitkan

HGB yang di pecah menjadi 8 HGB, yaitu:

1.

HGB No. 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 371/1989 luas + 242 M2, berlaku
selama 20 tahun;



2.  HGB No. 2 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 366/1989 luas + 502 M2 berlaku
selama 20 tahun;

3.  HGB No. 3 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 368/1989 luas + 425 M2 berlaku
selama 20 tahun;

4. HGB No. 4 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 365/1989 luas + 502 M2 berlaku
selama 20 tahun;

5. HGB No.5 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 372/1989 luas + 242 M2 berlaku
selama 20 tahun;

6. HGB No.6 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 367/1989 luas + 464 M2 berlaku
selama 20 tahun;

7. HGB No.7 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 370/1989 luas + 323 M2 berlaku
selama 20 tahun;

8. HGB No. 8 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 369/1989 luas + 396 M2 berlaku
selama 20 tahun.

Faktanya, sertifikat HGB No.1 Tahun 1989 tanggal 7 September
1989 dengan GS tanggal 30 Mei 1989 N0.371/1989 luas + 242 M2 yang
telah habis jangka waktunya pada tahun 2009, ternyata pada tahun 2001
telah di pecah lagi menjadi HGB No0.68 dengan permohonan tanggal 8
Februari 2001 sehingga HGB berakhir 8 Februari 2021 dengan surat ukur
tanggal 26 September 2001, N0.15.25.10.2000, luas 17 m? terletak di Kel.
Pasar Lubuk Basung. Penerbitan HGB No0.68 yang dilakukan telah
melewati jangka waktu sertifikat HGB induknya, yakni sampai tahun 2009.
Kemudian HGB No.68 selanjutnya dijual PT Sitangkai Sakti Group kepada

pihak ketiga selaku Tergugat B berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh



Pembuat Akta Tanah Sri Husniati Najmi, S.H. Tanggal 27 September 2000
No. 276/LBS/2001."

Tindakan PT.Sitangkai Sakti Group yang memecah dan mengajukan
permohonan penerbitan sertifikat HGB No0.68 dan selanjutnya menjualnya
kepada pihak ketiga telah menimbulkan permasalahan hukum kepada
pihak Pemerintah Kabupaten Agam karena menimbulkan kerugian. PT
Sitangkai Sakti Group tidak memiliki hak untuk memohonkan penerbitan
sertifikat HGB atas tanah yang telah berstatus HGB. Hal tersebut
merupakan tindakan manipulasi alas hak untuk memperpanjang
penguasaan dan penggunaan tanah sehingga bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, PT Sitangkai Sakti
Group dapat mengalihkan HGB yang dipegangnya kepada pihak lain
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UUPA, namun
peralihan tersebut tidak dengan cara menerbitkan HGB baru sehingga
sertifikat HGB N0.68 yang terbit telah bertentangan dengan sertifikat HGB
yang sabh.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan melakukan
penelitian terkait penjualan dan penerbitan sertifikat HGB di atas tanah
yang telah berstatus HGB. Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Jual
Beli HGB Hasil Pecahan yang Telah Habis Masa Berlakunya di Kabupaten

Agam (Studi Putusan No. 26/PDT.G/2019/PN LBB)”.

11 putusan No. 26/Pdt.G/2019/PN.LBB., him. 3-7.



Rumusan Masalah

1.

Apakah akibat hukum tindakan penjualan dan penerbitan
sertifikat HGB di atas tanah yang berstatus HGB dari
pemerintah?

Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan
N0.26/Pdt.G/2019/PN.LBB terkait penjualan dan penerbitan
sertifikat HGB di atas tanah yang berstatus HGB dari

Pemerintah Kabupaten Agam?

Tujuan Penelitian

1.

Untuk menganalisis akibat hukum tindakan penjualan dan
penerbitan sertifikat HGB di atas tanah yang berstatus HGB
dari pemerintah.

Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan
No0.26/Pdt.G/2019/PN.LBB terkait penjualan dan penerbitan
sertifikat HGB di atas tanah yang berstatus HGB dari

Pemerintah Kabupaten Agam.

Kegunaan Penelitian

1.

Kegunaan teoretis diharapkan dapat menjadi acuan bagi
pengembangan penelitian terkait hukum perdata, khususnya
ilmu hukum di bidang pertanahan.

Kegunaan praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi
BPN dalam menerbitkan sertifikat HGB dan dokumen-dokumen

lainnya.



E. Keaslian Penelitian
Berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti, maka penulis

melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian lain sebagai

pembanding dan untuk menunjukkan originalitas penulisan, antara lain:

1. Tesis oleh Farin Widinenda, Program Pascasarjana Universitas
Diponegoro, Semarang, 2005 dengan judul “Sengketa Penguasaan
Tanah HGB dan Upaya Penyelesaiannya Studi Analisis Kasus
PT.Putera Sejahtera Pioneerindo (PT. PSP, Tbk) di Medan”. Hasil
penelitian adalah 1) Status penguasaan tanah HGB oleh PT.Putera
Sejahtera Pioneerindo, Tbk didasarkan pada aturan perundang-
undangan yang berlaku, dibuktikan dengan adanya sertifikat HGB
yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Negara
Medan, merupakan alat bukti kepemilikan yang sah. 2) Perlindungan
hukum bagi PT.PSP, Tbk sebagai pemegang hak atas tanah di Jalan
Gajah Mada sebenarnya sudah diatur dalam UUPA dan PP No.24
Tahun 1997 yang memuat kekuatan sertifikat sebagai tanda bukti
hak atas tanah tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu kekuatan
pembuktiannya oleh si pemegang sertifikat sesuai dengan sistem
publikasi yang digunakan di Indonesia. 3) Upaya penyelesaian
sengketa mengenai tanah HGB di Jalan Gajah Mada Kota Medan
diselesaikan melalui jalur hukum perdata yang pada akhirnya
dikeluarkan keputusan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan yang menyatakan sertifikat HGB tersebut sah atas nama



PT.Putera Sejahtera Pioneerindo, Tbk., sengketa tanah yang timbul
diakibatkan gugatan yang timbul akibat alasan atau alat bukti yang
tidak kuat, yaitu akta bagi hasil dan dikabulkan oleh Hakim
Pengadilan Negeri Medan, yang dalam putusan tersebut Hakim
mengesampingkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan atau alas hak
yang sah dan kuat atas suatu bidang tanah

Tesis oleh Suwito, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro, Semarang, 2007 dengan judul “Kajian
Hukum Perpanjangan HGB yang Dibebani Hak Tanggungan di
Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal’. Hasil penelitian bahwa
setiap proses perpanjangan atau pembaharuan/perubahan HGB
yang dibebani hak tanggungan tersebut hapus haknya, dalam
praktek dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT) terhadp obyek yang hapus haknya tersebut. Disamping itu
untuk proses perpanjangan atau pembaharuan yang melaksanakan
adalah debitur atau pemegang hak atas tanahnya dengan ijin tertulis
dari pemegang hak tanggungan (kreditur).

Skripsi oleh Victor, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
Medan, 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang HGB di
atas Tanah Hak Pengelolaan di Jalan Nibung Raya Kecamatan
Medan Petisah”. Hasil penelitian bahwa HGB merupakan salah satu
dari hak atas tanah yang mempunyai sifat tetap, sedangkan hak

pengelolaan dalam UUPA secara tersurat tidak disebut, istilah
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pengelolaan muncul dalam Penjelasan Umum Angka Il Nomor 2

UUPA, yang intinya adalah negara dapat memberikan dalam

pengelolaan kepada suatu badan penguasa untuk digunakan bagi

pelaksanaan tugas masing-masing. HGB diatur mulai dari Pasal 35

UUPA, yang menjelaskan tentang pengertian, terjadinya HGB,

subjek dan objek yang terkait, jenis tanah yang dapat diberikan

dengan HGB yang keputusannya berada di tangan Kepala Kantor

Tanah Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terkait dengan

pemberian HGB atas tanah hak pengelolaan. HGB memiliki jangka

waktu yang membatasi keabsahannya, jangka waktu ini dapat
diperpanjang hingga lama waktu tertentu dan disertai dengan ijin dari

Kepala Kantor Pertanahan. Hak pengelolaan memiliki sifat

kepemilikan yang sementara karena adanya jangka waktu, dimana

izin dari hak pengelolaan ini didapat dan dipegang oleh instansi
pemerintah terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian
terdahulu, yaitu penelitian penulis fokus membahas mengenai jual beli
HGB yang telah di pecah dengan masa berlaku yang telah berakhir atau
dengan kata lain HGB hasil pecahan yang dijual melewati masa berlaku
HGB induk. Oleh karena itu, keaslian penelitian dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, keilmuan, dan terbuka untuk Kkritik

yang bersifat membangun.
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2.

Metode Penelitian
Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang
berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki
relevansi dengan penelitian ini. Penelitan hukum  normatif
merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder.'* Menurut Peter Mahmud
Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk
menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.*®
Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan
atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.**
Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang ditangani.™

12 Sperjono Soekanto & Sri Mamudiji, 2003, Penelitian Hukum Normatif : Suatu

Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 13.

13 peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media

Group, Jakarta, him. 35.

* Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum,

Rajawali Pers, Jakarta, him. 118.

15 peter Mahmud Marzuki, Op.cit, him. 93.
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b. Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-
kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang
telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang
terdiri dari norma atau kaidah dasar, yakni Undang-
Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-
Undang terkait, Hukum Adat, dan Yurisprudensi.*® Bahan
hukum primer yang digunakan penulis, terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2) Burgerlijk Weetboek.

3) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

5) Peraturan Presiden No.48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional.

6) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Hak Satuan Rumah

16 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit, him. 118-119.
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Susun, dan Pendaftaran Tanah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah
akademik  rancangan  undang-undang, hasil-hasil
penelitian, dan pendapat pakar hukum.!’ Bahan hukum
sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, skripsi dan
tesis.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum
dan ensiklopedia.®

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi
kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan
serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk
memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan
mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan,
jurnal, buku-buku, media massa, dan bahan hukum tertulis lainnya
yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier yang diperoleh dianalisis secara sistematis, faktual

" Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit, him. 119.
18 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit, him. 118-119.
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dan akurat. Penelitan hukum dilakukan untuk menghasilkan
argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi berupa rekomendasi atau

saran yang dapat diterapkan.
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BAB Il
ANALISIS AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENJUALAN DAN
PENERBITAN SERTIFIKAT HGB DI ATAS TANAH YANG BERSTATUS
HGB DARI PEMERINTAH
A. Tanah
1. Pengertian Tanah
Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan
bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria.
Tanah yang diatur di dalam hukum agraria itu bukanlah tanah dalam
berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya, yaitu
yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan
bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (ayat 1)
UUPA, yang menentukan “atas dasar hak menguasai dari negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat
diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan
hukum.*®
Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang merupakan
kebutuhan hakiki bagi manusia dan berfungsi sangat esensial bagi
kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan dapat menentukan

peradaban suatu bangsa. Tanah dalam kehidupan manusia

19 H.M. Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, him. 7.
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mempunyai arti yang sangat penting oleh karena sebagian besar dari
kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah dapat
dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan
dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah
adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia di
samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari
nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada
akhirnya tanah pula lah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir
bagi manusia.?

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam
kehidupan suatu masyarakat, terlebih di lingkungan masyarakat
Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan
kehidupan dari tanah.?’ Mahendra menyatakan bahwa tanah
merupakan bagian dari kehormatan karena itu tanah bukan saja
dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai salah satu faktor produksi,
tetapi lebih dari itu tanah mempunyai hubungan emosional dengan
masyarakat.*?

Menurut Imam Sudiyat bahwa dalam pengertian geologis-
agronomis, tanah ialah lapisan lepas permukaan bumi yang paling
atas. Tanah yang dimanfaatkan untuk menanami tumbuh-tumbuhan

disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, dan

20 Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, Reforma Agraria di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, him. 55.

?! Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan
Tanah, Cetakan ke-18 (revisi), Djembatan, Jakarta, him. 95.

22 Muhammad Ilham Arisaputra, Op.cit., him. 58.
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tanah perkebunan. Tanah vyang digunakan untuk mendirikan

bangunan disebut tanah bangunan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI), tanah diartikan sebagai berikut: #*

1) Bumi, dalam arti permukaan bumi atau lapisan bumi yang di
atas sekali, keadaan bumi, permukaan bumi yang diberi batas,
daratan.

2) Permukaan bumi yang berbatasan yang ditempati suatu bangsa
atau yang diperintah oleh suatu negara.

3) Bahan-bahan bumi atau bumi sebagai bahan sesuatu.

4) Dasar.

2. Dasar Hukum
Secara sistematis, sumber-sumber hukum agraria yang tertulis

adalah:**

1. UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal 33 ayat 3.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

3.  Peraturan-peraturan pelaksana UUPA.

4.  Peraturan-peraturan bukan pelaksana UUPA yang dikeluarkan
sesudah tanggal 24 September 1960 karena suatu masalah
yang perlu diatur. Misalnya Undang-Undang 51/Prp/1960
tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin yang Berhak
atau Kuasanya.

5. Peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku,

sesuai dengan ketentuan pasal-pasal peralihan.

*® Muhammad Ilham Arisaputra, Op.cit., him. 55.
?* Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, him. 265.
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Tujuan dari diberlakukannya peraturan-peraturan lama adalah

untuk mengisi kekosongan sebelum peraturan-peraturan pelaksana

dibentuk. Peraturan-peraturan lama tersebut diatur dalam Pasal 56-

58 UUPA:

Pasal 56 UUPA: yang memberlakukan ketentuan hukum adat
setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak
atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip
dengan yang dimaksud dalam Pasal 20 UUPA (hak milik).
Ketentuan-ketentuan  tersebut tetap berlaku sebelum
diberlakukannya undang-undang yang mengatur mengenai hak
milik.

Pasal 57 UUPA: yang memberlakukan ketentuan-ketentuan
mengenai hypotheek yang terdapat dalam BW dan
credietverband yang diatur dalam S. 1908-542 sebagaimana
telah diubah dengan S. 1937-190. Kedua ketentuan tersebut
tetap berlaku sebelum diberlakukannya undang-undang yang
mengatur mengenai hak tanggungan. Namun dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang
Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), maka
ketentuan peralihan ini sudah tidak digunakan lagi.

Pasal 58 UUPA: yang memberlakukan peraturan-peraturan lain
yang mengatur mengenai bumi dan air serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari UUPA.
Peraturan-peraturan  tersebut tetap berlaku sepanjang
peraturan-peraturan pelaksana dari UUPA belum terbentuk.

Adapun sumber-sumber hukum agraria yang tidak tertulis terdiri

dari:®

1.

Hukum adat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUPA,
yaitu:

a. Tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan
Negara;

%5 |bid.
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b. berdasarkan atas persatuan bangsa;

c. berdasarkan atas sosialisme Indonesia;

d. berdasarkan peraturan-peraturan yang tercantum dalam

UUPA dan peraturan perundangan lainnya;
e. mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
agama.

2.  Hukum kebiasaan yang timbul sesudah berlakunya UUPA, yaitu

yurisprudensi dan praktik administrasi.
3. Hak-Hak Atas Tanah

Hak atas tanah tanah merupakan hak penguasaan atas tanah
yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan
bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang
dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat,
yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi pembeda
di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum
tanah. Adanya hak menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal

sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung

didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh

negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat”.

Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang
dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai
seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya
untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan

negara tersebut. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 UUPA,

yang menyatakan bahwa:
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(1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah,
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan-badan hukum.

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah
yang bersangkutan,demikian pula tubuh bumi dan air
serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penatagunaan tanah itu dalam batas-batas menurut
undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang
lebih tinggi”.

Adapun hak-hak atas tanah dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA,

yaitu:

SQ T a0Ty

Hak Milik;

Hak Guna Usaha;

Hak Guna Bangunan,;

Hak Pakai;

Hak Sewa,

Hak Membuka Tanah;

Hak Memungut Hasil Hutan;

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di

atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta
hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut
dalam Pasal 53.

Hak-hak atas tanah di atas yang bersifat sementara diatur lebih

lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Hak-hak yang bersifatnya sementara sebagai yang dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha
bagi-hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian
diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan
dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan
hapusnya dalam waktu yang singkat”.
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B. Pendaftaran Tanah

a. Pengertian

Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre (bahasa Belanda
Kadaster) adalah suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman),
menunjukan kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain alas
hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin
“Capistratum” yang berarti suatu register atau capita atau unit yang
diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam arti
yang tegas, Cadastre adalah record pada lahan-lahan, nilai daripada
tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan.
Oleh karena itu, Cadastre merupakan alat yang tepat yang
memberikan uraian dan identifikasi dari uraian tersebut dan juga
sebagai Continuous recording (rekaman yang berkesinambungan)
daripada hak atas tanah.?®

Pengertian pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 1 angka 1
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara

terus menerus, bersinambungan, dan teratur, meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan

daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan

rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya

bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.”

26 Urip Santoso, 2011, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta,
him. 286.

22



Unsur-unsur dari pengertian pendaftaran tanah tersebut,

yaitu:%’

a.

Adanya serangkaian kegiatan. Kata-kata “serangkaian
kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu
dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian
yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang
pertanahan bagi rakyat.

Dilakukan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pendaftaran
tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara
yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang
pertanahan.

Secara terus-menerus, berkesinambungan. Kata-kata "terus-
menerus, berkesinambungan” menunjuk kepada pelaksanaan
kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data
yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara,
dalam arti disesuaikan dengan perubahan yang terjadi
kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.
Secara teratur. Kata “teratur" menunjukkan bahwa semua

kegiatan harus belandaskan peraturan perundang-undangan

27 Urip Santoso, Op.cit., him. 287-290.
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yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti
menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak
selalu sama dalam hukum negara-negara yang melaksanakan
pendaftaran tanah.

e. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun. Kegiatan
pendaftaran tanah dilakukan terhadap hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah
wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan,
dan tanah negara.

f.Pemberian surat tanda bukti hak. Kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak berupa
sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan
sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Sertifikat adalah
surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,
tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku
tanah yang bersangkutan.

g. Hak-hak tertentu yang membebaninya. Pada pendaftaran tanah
dapat terjadi objek pendaftaran tanah dibebani dengan hak
yang lain, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai, dan hak milik atas satuan rumah susun

dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, atau
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hak milik atas tanah dibebani dengan hak guna bangunan atau

hak pakai.
b. Asas Pendaftaran Tanah

Pasal 2 PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pendaftaran
tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau,
mutakhir dan terbuka.?® Adapun penjelasan dari asas tersebut,
sebagai berikut:*

1) Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar
ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya
dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

2) Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan
cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan
kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu
sendiri.

3) Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-
pihak  yang memerlukan, khususnya dengan
memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan
ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau
oleh para pihak yang memerlukan.

4) Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai
dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam
pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus
menunjukkan keadaan yang mutakhir, untuk itu perlu
diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-
perubahan yang terjadi dikemudian hari.

5) Asas terbuka dimaksudkan untuk dipeliharanya data
pendaftaran tanah secara terus menerus dan
berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di
Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di
lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh ketenangan
mengenai data yang benar setiap saat.

?% pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
?® penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

25



c. Prosedur Pendaftaran Tanah

Prosedur pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah
No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP No. 18 Tahun
2021). Berdasarkan PP No.18 Tahun 2021 bahwa:

“‘Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan
teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang
atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun
serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Pendaftaran atas suatu tanah merupakan hal yang harus
dilakukan oleh siapa saja yang melakukan transaksi atas tanah, baik
itu transaksi jual beli, sewa menyewa, maupun lain sebagainya.
Pendaftaran atas suatu tanah harus dilakukan sesuai dengan
prosedur sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan. Hak milik atas suatu tanah ataupun bangunan
yang berdiri di atas tanah akan mendapatkan perlindungan secara
hukum dan secara yuridis untuk memperoleh pengakuan dari negara
apabila sudah dilakukan pendaftaran atau dengan kata lain,
pendaftaran tanah merupakan tanda bukti hak.*

Pendaftaran tanah di masyarakat belum secara menyeluruh

dikarenakan sebagian kondisi masyarakat Indonesia masih sangat

% Jimmy Joses Sembiring, 2010, Panjuan Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media,
Jakarta, him 21-22.
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awam bahkan cenderung tidak memahami mengenai prosedur
pendaftaran tanah. Hal tersebut sejalan dengan hasil kesimpulan
dalam penelitian yang dilakukan oleh Farida Patittingi, Muh. Hasrul,
Marwah, Amaliyah, Andi Kurniawati yang menyatakan bahwa:*!
Ketidakpahaman masyarakat mengenai data fisik dan data
yuridis dalam pendaftaran tanah merupakan salah satu alasan
minimnya tanah yang memiliki sertifikat di Desa Pattiro Bajo.
Dalam praktiknya juga masyarakat berkesimpulan bahwa tata
cara pendaftaran tanah memiliki prosedur yang rumit dan
memerlukan biaya yang besar. Alasan tersebut semakin
mendorong masyarakat untuk tidak mendaftarkan tanahnya,
sehingga rentan terjadi sengketa pertanahan antar warga.”
Kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data yang
tersedia. Pendaftaran tanah untuk pertama Kkali (initial registrasion)
meliputi tiga bidang kegiatan, yaitu bidang fisik atau “teknis
kadastral”, bidang yuridis, dan penerbitan dokumen tanda-bukti hak.
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama Kkali (initial registration)
dapat di lakukan melalui dua cara, yaitu secara sporadik dan secara
sistematis.
a. Pendaftaran Tanah secara Sporadik
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai suatu atau

beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian

wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

¥ Farida Patittingi, dkk, Urgensi Pemahaman Data Fisik dan Data Yuridis

Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Pattiro Bajo, Kabupaten Bone, Jurnal Panrita Abdi,
Januari 2021, Volume 5, Issue 1, LP2M Universitas Hasanuddin, him. 119.
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Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas
permintaan pihak yang berkepentingan.®?

Definisi pendaftaran tanah secara sporadik berdasar PP
Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 11 adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau
beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian
wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal,
berarti pula seluruh biaya dibebankan kepada pemohon.
Kegiatan awal pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan
atas permohonan pemegang hak yang bersangkutan, di
antaranya:

1) permohonan pengukuran

2) permohonan pendaftaran hak baru

3) permohonan pendaftaran hak lama

4) permohonan pendaftaran peralihan hak dan lain-lain.

Permohonan pengukuran bidang tanah diajukan untuk

keperluan:

1) persiapan permohonan hak baru

2) pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah
3) pengembalian batas

4) pemetaan batas dalam rangka konsolidasi tanah

% Florianus SP Sangsun, 2007, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media,
Jakarta, him 24.
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5) inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka
pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
6) lain-lain keperluan dengan persetujuan pemegang hak
b. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Menurut Florianus SP Sangsun, pendaftaran tanah secara
sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama
kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek
pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah atau
bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah
secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan
dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
Pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan atas
prakarsa Pemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan pada
suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri. %

Pada pendaftaran tanah secara sistematis, pemegang hak
atas tanah, kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan
memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk:

1) Memasang tanda-tanda batas pada bidang tanahnya sesuai
ketentuan yang berlaku.
2) Berada di lokasi pada saat panitia ajudikasi melakukan

pengumpulan data fisik dan data yuridis.

33 Ibid., him. 23.
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3) Menunjukkan batas-batas bidang tanahnya kepada panitia
ajudikasi

4) Menunjukkan bukti kepemilikkan atau penguasaan tanahnya
kepada panitia ajudikasi

5) Memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi pemegang hak
atau kuasanya atau selaku pihak lain yang
berkepentingan.

Adapun penjelasan mengenai pendaftaran tanah
sistematis lengkap dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengatur bahwa:

Pendaftaran tanah sistematik lengkap adalah kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan

secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran
tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah

_desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan

itu.

Pendaftaran tanah sistematis merupakan bagian dari
pendaftaran tanah untuk pertama kalinya ketika belum
bersertifikat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendaftaran tanah
secara sistematis dengan melalui program Pemerintah, yaitu
pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Pada program ini,

pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah bagi masyarakat

yang tanahnya belum bersertifikat.
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d. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah

Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertifikat
hak atas tanah, mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, dan
fungsinya itu tidak dapat digantikan dengan benda lain. Pertama,
sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat.
Inilah fungsi yang paling utama sebagaimana disebut dalam Pasal
19 ayat (2) huruf c UUPA.** Pasal 1 angka 20 PP Pendaftaran Tanah
mengatur tentang pengertian sertifikat:*

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah,

hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah
susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Adapun yang di maksud dengan buku tanah adalah dokumen
dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu
obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.®** Menurut Ali
Achmad Chomsah sertifikat adalah:*’

Surat tanda bukti hak yang terdiri salinan buku tanah dan surat

ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya

ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional.

% Adrian Sutedi, 2011, Sertifikat Hak atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, him. 57.

% pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

36 pPasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

%" Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan | -
Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan IlI-Sertifikat Dan
Permasalahannya, Prestasi Pustaka, Jakarta, him.122
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Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu
bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.®® Peta pendaftaran
adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah
untuk keperluan pembukuan tanah.** Achmad Chomsah
berpendapat bahwa sampai saat ini ada 3 jenis sertifikat, yaitu:*°

1. Sertifikat hak atas tanah yang biasa disebut sertifikat.

2. Sertifikat hak atas tanah yang sebelum Undang-Undang No.

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ( UU Hak
Tanggungan) dikenal dengan Sertifikat Hypotheek dan
Sertifikat Credietverband. Setelah berlakunya UU Hak
Tanggungan, penyebutan sertifikat hyphoteek dan
sertifikat credietverband sudah tidak dipergunakan lagi
yang ada penyebutannya adalah Sertifikat Hak
Tanggungan saja.

3. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun

Prinsip utama pendaftaran hak atas tanah adalah untuk
memfasilitasi jaminan keamanan atas pemilikan tanah dan
pemindahkan haknya, misalnya pembeli akan menikmati tanah
dengan tidak ada gangguan oleh pihak lain. Selain itu, pendaftaran
tanah dibuat untuk menemukan apakah ada hak-hak pihak ketiga.
Pokok gagasan dalam sistem pendaftaran adalah mencatat hak-hak
atas tanah, kemudian menggantikan bukti kepemilikan atas
pemberian hak atas tanahnya.

Pendaftaran tanah merupakan prasyarat dalam upaya menata

dan mengatur peruntukan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan

% pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

¥ pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

40 Ali Achmad Chomzah, Op.cit., him.125.
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tanah termasuk untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan.
Pendaftaran tanah ditujukan untuk memberikan kepastian hak dan
perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan
pembuktian sertifikat tanah, sebagai instrumen untuk penataan
penguasaan dan pemilikan tanah serta sebagai instrumen
pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.**

Pendaftaran hak-hak atas tanah merupakan jaminan dari
negara dan merupakan suatu instrumen penting untuk perlindungan
pemilik tanah. Pendaftaran tanah bersifat recht cadaster yang
meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;
pendaftaran hak-hak tersebut; pemberian sertifikat hak atas tanah
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Secara umum,
tujuan utama dari pendaftaran tanah untuk memelihara dan
mengembangkan sistem pendaftaran tanah secara efisien, untuk
menjamin hak-hak atas tanah secara sah menurut undang-undang
atas nama, untuk mengakses ke informasi tanah secara akurat,
untuk meningkatkan pemberian pelayanan.

Pasal 19 UUPA menentukan bahwa pendaftaran tanah
diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan
Nasional (selanjutnya disingkat BPN). BPN merupakan Lembaga

Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan

41 Adrian Sutedi, Op.cit., him. 59.
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bertanggung jawab kepada Presiden.*?> Tugas pokok BPN adalah

melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*® Adapun untuk

menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor

Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.**

Pada pelaksanaan tugas BPN menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:*

a.
b.

Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan
pemetaan pertanahan;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan
hak dan pendaftaran tanah;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi
tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan
tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan
penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan
dan wilayah tertentu;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di  bidang
pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan
tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai
rencana tata ruang;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta
penanganan perkara pertanahan;

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan BPN;

Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan
dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

2 pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional.
43 Pasal 2 Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan

Nasional.

4 pasal 8 Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan

Nasional.

> pasal 3 Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan

Nasional.
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k. Pelaksanaan penelitan dan pengembangan dibidang

pertanahan; dan

|. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di

bidang pertanahan.
C. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis berarti tukar menukar barang
dengan barang. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah
persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang
menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang
membayar atau membeli barang yang dijual. Menurut Salim H.S,
perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak
penjual dan pihak pembeli. Pada perjanjian itu pihak penjual
berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli
dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk
membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.*

Pada Pasal 1457 BW, pengertian jual beli adalah suatu
persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang telah dijanjikan.*” Berdasarkan Pasal 1457
BW, jual beli dalam hukum perdata hanya bersifat obligatoir, artinya

bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal

balik antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain jual beli

*® salim H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar
Grafika, Jakarta, him. 49.
47 pasal 1457 Burgerlijk Weetboek.
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yang dianut hukum perdata belum memindahkan hak milik adapun
hak milik baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau
levering.*®
Berdasarkan penjelasan di atas jual beli adalah suatu perjanjian
yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak
penjual menyerahkan objek barang sedangkan pihak pembeli
membayar harga dari objek barang yang ditentukan.
2. Asas-Asas dalam Perjanjian Jual Beli
Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian jual beli umum
sama dengan yang terdapat dalam perjanjian, antara lain:
a. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338
ayat 1 BW yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas
yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan
persyaratannya; dan
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau
lisan.
Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan

berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang

lingkup, sebagai berikut:

8 Soedharyo Soimin, 2004, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika,
Jakarta, him. 86.
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1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat

perjanjian;

2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin

membuat perjanjian;

3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa

dari perjanjian yang akan dibuatnya,;

4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;

5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu

perjanjian; dan

6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi

ketentuan undang-undang yang bersifat opsional
(aanvullend, optional).
b. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Asas konsensualisme dalam Pasal 1320 ayat (1) BW,
bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah
adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.*® Asas
konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu
perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal
melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah
pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara
kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, dimana
suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat

kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena

kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi

4 salim H.S, Op.cit., him. 10.
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dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana
mengikatnya undang-undang.
d. Asas lktikad Baik
Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal
1338 ayat 3 BW). Iktikad baik ada dua, yaitu:>°

1) Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan
dan kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian
dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai
keramik cap gajah namun di pasaran habis, maka
diganti cap semut oleh si B.

2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin
seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor,
kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang
mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga
sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut
bukan barang halal atau barang tidak legal.

e. Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa
seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak
hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat
dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pada Pasal 1315
BW berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat
mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya
sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan
perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Kemudian ketentuan pasal 1340 BW, yaitu “perjanjian hanya

berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa

* Handri Rahardjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia,
Jakarta, him. 45.
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perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak
yang membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya,
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1317 BW, yaitu “dapat pula
perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu
perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang
lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan dalam

Pasal 1318 BW, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi

juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang

memperoleh hak dari padanya”.

3. Syarat-Syarat Sah Jual Beli
Jual beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah

jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian.

Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut Pasal 1320 BW,

yaitu:>*

a. Sepakat, syarat pertama suatu perjanjian adalah adanya suatu
kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Kesepakatan
adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam

perjanjian. Jadi, dalam hal ini tidak boleh adanya unsur
pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya.
Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh
karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal

yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini

51 pasal 1320 Burgerlijk Weetboek.
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kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara
timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak,
yaitu:?

1) Bahasa yang sempurna dan tertulis

2) Bahasa yang sempurna secara lisan

3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh
pihak lawan, karena dalam kenyataannya seringkali
seseorang menyampaikan dengan bahasa yang
tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak
lawannya.

4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak
lawannya

5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau
diterima pihak lawan.

Cakap adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan
hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian.
Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat
menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk
melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.
Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan
Pasal 330 BW.>® Tidak semua orang dewasa dapat melakukan
perbuatan hukum untuk melaksanakan perjanjian, seperti
disebutkan dalam Pasal 443 BW:**
Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam
keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus
ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia
kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah
pengampuan karena keborosan.

°2 5alim H.S, Op.cit., him. 33.
>3 pasal 330 Burgerlijk Weetboek.
54 Pasal 443 Burgerlijk Weetboek.
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Selain itu, dalam Pasal 1330 BW disebutkan bahwa orang
yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:*

1) Anak yang belum dewasa
2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

c. Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek
perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang
dapat berupa barang maupun jasa, hamun juga dapat berupa
tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga biasa disebut
dengan prestasi yang terdiri atas:*°

1) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga,
menyerahkan barang.

2) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang
rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan
yang dipesan.

3) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk
tidak mendirikan

4) Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan
merek dagang tertentu.

d. Suatu sebab yang halal, pada Pasal 1320 BW tidak dijelaskan
pengertian sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir Muhammad,
sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak
bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,
kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena melekat

pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila syarat

% pasal 1330 Burgerlijk Weetboek.
%5 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him. 69.
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tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sehingga

selama para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian

masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Syarat ketiga dan
keempat disebut syarat obyektif karena mengenai sesuatu yang
menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka
perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak
pernah ada perjanjian.

Selain syarat di atas, suatu perjanjian memuat beberapa unsur
perjanjian, yaitu:

a. Unsur essentialia sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam
perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan
dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual
beli secara elektronik;

b.  Unsur naturalia merupakan unsur yang dianggap ada dalam
perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam
perjanjian, seperti iktikad baik dari masing-masing pihak dalam
perjanjian;

c. Unsur accidentalia, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh
para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang

berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
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D. Hak Guna Bangunan

1.

Pengertian

Pada Pasal 35 ayat (1) UUPA HGB adalah hak untuk
mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah
yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama
30 tahun. Pengertian HGB menurut G. Kartasapoetra adalah
hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan
atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun. Selain atas tanah yang dikuasai oleh
negara, HGB dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang.>”
HGB dalam pengertian hukum barat sebelum dikonversi
berasal dari hak opstal yang diatur dalam Pasal 71 BW bahwa
hak numpang karang adalah suatu hak kebendaan untuk
mempunyai  gedung-gedung, bangunan-bangunan  dan
penanaman di atas pekarangan orang lain. Menurut Budi
Utomo apa yang diatur dalam UUPA barulah merupakan
ketentuan-ketentuan pokok saja, sebagaimana terlihat dalam
Pasal 50 ayat (2) bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjut
mengenai HGB akan diatur dengan peraturan maupun

peraturan menteri.”®
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan pemilik

bangunan berbeda dari pemilik hak atas tanah bangunan

°" G. Kartasapoetra, 2012, Masalah Pertanahan di Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, him. 10.
%8 Budi Utomo, 2013, Hukum Perdata, Sejahtera, Yogyakarta, him. 35.
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tersebut didirikan. Ini berarti seorang pemegang HGB adalah
berbeda dari pemegang hak milik atas bidang tanah tempat
bangunan tersebut didirikan, atau dalam arti yang lebih umum,
pemegang HGB bukanlah pemegang hak milik dari tanah
tempat bangunan tersebut didirikan.>®
2. Subjek dan Objek Hak Guna Bangunan
a. Subjek HGB dapat diberikan kepada:®°
1) Warga Negara Indonesia; dan
2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Adapun pemegang HGB yang tidak lagi memenuhi syarat
di atas, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib
melepaskan atau mengalihkan HGB kepada pihak lain
yang memenuhi syarat. Apabila HGB tersebut tidak
dilepaskan, maka hak tersebut akan hapus karena
hukum.®*
b. Objek HGB, meliputi:®?
1) Tanah negara adalah tanah yang dikuasai oleh
negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

UUPA yang mengatur bahwa atas dasar ketentuan

5 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, Hak-Hak Atas Tanah, Kencana
Prenadamedia, Jakarta, him. 190.

60 pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Hak Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

*! Ibid., Pasal 35.

62 |bid., Pasal 36.
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dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 , dan hal-hal
sebagai dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi
dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat.®®* Adapun maksud dari hak
menguasai negara selanjutnya dijelaskan pada Pasal
2 ayat (2) UUPA bahwa:®

Hak menguasai dari negara termaksud dalam

ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang
angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

2) Tanah hak pengelolaan dalam bahasa belanda yang
dikenal dengan Beheersrecht yang pada saat itu
diartikan dengan hak penguasaan.®® Pengertian hak

pengelolaan oleh para ahli, seringditinjau dari sisi

makna serta dari sisi substansi yang ditetapkan

63 pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

* Ibid., Pasal 2 ayat (2).

% A.P. Parlindungan, 2015, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju,
Bandung, him. 5.
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dalam sebuah aturan perundang-undangan atas
keberadaan hak pengelolaan.®®
3) Tanah hak milik. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1)
UUPA, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat
dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah.®’
3. Jangka Waktu Hak Guna Bangunan
HGB di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan
diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun,
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)
tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) tahun. Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan,
dan pembaruan berakhir, tanah HGB kembali menjadi tanah
yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak
pengelolaan. Berbeda halnya dengan HGB di atas tanah hak
milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian HGB di
atas hak milik.®®
Pemberian HGB wajib didaftarkan pada Kantor

Pertanahan. HGB di atas tanah negara, di atas tanah hak

% [rawan Soerodjo, 2014, Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah,
Laksbang Mediatama, Yogyakarta, him. 4.

67 Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

% pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Hak Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
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pengelolaan, atau di atas tanah hak milik terjadi sejak didaftar
oleh Kantor Pertanahan. Adapun alas hak dari Pemegang HGB
diberikan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak.®®
Perpanjangan HGB di atas tanah negara dan dapat
diperpanjang atau diperbarui atas permohonan pemegang hak
apabila memenuhi syarat:

a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan
dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan
tujuan pemberian hak;

b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik
oleh pemegang hak;

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai
pemegang hak;

d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang;
dan

e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk
kepentingan umum.

Persyaratan di atas juga berlaku terhadap HGB di atas
tanah hak pengelolaan dan persyaratan khusus, yakni
mendapat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan.”
Adapun sebab-sebab hapusnya HGB sebagai berikut:"*

a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau
pembaruan haknya;

b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka
waktunya berakhir karena:

1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban
dan/atau larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 dan/atau Pasal 43;

2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang
tertuang dalam perjanjian pemberian HGB

69 pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Hak Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

" Ibid., Pasal 40.

1 bid., Pasal 46.
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antara pemegang HGB dan pemegang hak
milik atau perjanjian pemanfaatan Tanah Hak
Pengelolaan;
3. cacat administrasi; atau
4. putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain;
dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya
sebelum jangka waktu berakhir;
dilepaskan untuk kepentingan umum;
dicabut berdasarkan Undang-Undang;
ditetapkan sebagai Tanah Telantar;
ditetapkan sebagai Tanah Musnah;
berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian
pemanfaatan Tanah untuk HGB di atas hak milik
atau Hak Pengelolaan; dan/atau
J. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai
subjek hak.

oo

—TQ o

4. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan
Hak yang dimiliki oleh pemegang HGB, sebagai berikut:"?

a. menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai
dengan peruntukannya dan persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan
perjanjian pemberiannya;

b. mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah
yang diberikan dengan HGB sepanjang untuk
keperluan pribadi dan/atau mendukung usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

c. melakukan perbuatan hukum yang bermaksud
melepaskan, mengalihkan, dan mengubah
penggunaannya serta membebankan dengan hak
tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemegang HGB menmiliki kewajiban, sebagai berikut:”®
a. melaksanakan pembangunan dan/atau

mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan
peruntukan dan persyaratan sebagaimana

2 pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Hak Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
3 |bid., Pasal 42.
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ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya
paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan;

b. memelihara Tanah, termasuk menambah
kesuburannya dan mencegah kerusakannya serta
menjaga kelestarian lingkungan hidup;

c. menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau
fungsi konservasi lainnya;

d. mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur
dalam rencana tata ruang;

e. melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau
keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi
pembangunan untuk kepentingan umum; dan

f.  menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan
HGB kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan
atau pemegang hak milik, setelah HGB hapus.

5. Larangan Bagi Hak Pemegang Hak Guna Bangunan
Adapun larangan-larangan terhadap pemegang HGB,
sebagai berikut:™

a. mengurung atau menutup pekarangan atau bidang
Tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik,
dan/atau jalan air;

b. merusak sumber daya alam dan kelestarian

kemampuan lingkungan hidup;

menelantarkan tanahnya; dan/atau

mendirikan bangunan permanen yang mengurangi

fungsi  konservasi tanggul, fungsi konservasi

sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal
dalam areal HGB terdapat sempadan badan air atau
fungsi konservasi lainnya.

oo

E. Analisis Akibat Hukum Tindakan Penjualan dan Penerbitan
Sertifikat HGB di Atas Tanah yang Berstatus HGB Dari
Pemerintah
Menurut Achmad Ali, akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh

hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Akibat hukum tidak hanya

* Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan,
Hak Atas Tanah, Hak Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
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berakibat pada suatu tindakan saja, karena perbuatan hukum pun yang
tidak termasuk tindakan hukum dapat diberikan akibat-akibat hukum.”
Berdasarkan istilah perkataan, akibat hukum dapat dikenakan baik pada:®

1. Tindakan hukum atau perbuatan hukum;

2. Delik, baik delik di bidang hukum pidana (perbuatan pidana)
maupun delik di bidang hukum privat (perbuatan melawan
hukum).

Sehubungan dengan hal itu, menurut Achmad Ali bahwa akibat

hukum ada tiga jenis, yaitu:’’

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya
suatu kaidah hukum tertentu.

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya
suatu hubungan hukum tertentu.

3. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi
di bidang hukum keperdataan.

Pada penelitian ini, akibat hukum akan dikaitkan terhadap
permasalahan penjualan dan penerbitan sertifikat HGB di atas tanah yang
berstatus HGB dari pemerintah pada kasus Putusan No.
26/PDT.G/2019/PN LBB. Permasalahan pada kasus putusan tersebut
bahwa Pemerintah Kabupaten Agam selaku Penggugat bersengketa
dengan PT Sitangkai Sakti Group selaku Tergugat A.

Permasalahan ini berawal dari kerjasama antara Pemerintah

Kabupaten Agam dengan PT Sitangkai Sakti Group yang dituangkan

dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dilegalisasi oleh Notaris Atrino

S Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Prenadamedia Group
(Kencana), Jakarta, him. 275.
76 |jn;
Ibid.
7 Ibid., him. 275-276.
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Leswana No.17 tanggal 16 Juli 1988. Perjanjian itu pada pokoknya

mengatur:®

1.

2.

Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sebidang

tanah bekas Pasar Serikat Lubuk Basung;

Pihak kedua berkewajiban membangun:

a. Pembangunan lapangan terminal;

b. Pembangunan 36 loket, tower (kantor terminal), mushala,
WC umum;

. Pembangunan 59 petak toko bertingkat;

. Pembangunan 60 petak toko (30 bertingkat dan 30 lagi tidak
bertingkat)

Pihak kedua mendapatkan hak atas sarana pembelanjaan yang

dibangun dan diberi hak untuk menjual/mengoper namakan

bangunan tersebut kepada pihak ketiga;

Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan kepada pihak pertama

1 (satu) toko bertingkat dan 1 (satu) toko tidak bertingkat untuk

diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang

bersangkutan dan sebuah tower terminal serta pelataran parkir

kepada Pemerintahan Tingkat | Agam dan akan dioperasikan

sebagai sarana penunjang Ibukota Kabupaten;

Pihak kedua diberi hak pengelolaan / HGB, loket serta kantin

selama 20 (dua puluh) tahun untuk menyewakan kepada pihak

ketiga:

Pihak pertama memberikan HGB selama 20 (dua puluh tahun)

kepada pihak ketiga dan apabila sampai saatnya pihak ketiga

dapat memohon perpanjangan tempat sarana perbelanjaan /

tempat tinggal sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat

itu dalam ketentuan keagrarian.

o 0

Setelah perjanjian dibuat, PT. Sitangkai Sakti Group mengajukan

permohonan HGB sebagaimana yang telah diperjanjikan pada angka 5

dan angka 6 perjanjian di atas, sehingga selanjutnya diterbitkan HGB yang

di pecah menjadi 8 HGB, yaitu:

1.

HGB No. 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 371/1989 luas + 242 M2, berlaku
selama 20 tahun (selanjutnya disebut HGB No. 1);

8 Putusan No. 26/PDT.G/2019/PN LBB
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2.  HGB No. 2 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 366/1989 luas + 502 M2 berlaku
selama 20 tahun (selanjutnya disebut HGB No. 2);

3.  HGB No. 3 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 368/1989 luas + 425 M2 berlaku
selama 20 tahun (selanjutnya disebut HGB No. 3);

4. HGB No. 4 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 365/1989 luas + 502 M2 berlaku
selama 20 tahun (selanjutnya disebut HGB No. 4);

5. HGB No.5 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 372/1989 luas + 242 M2 berlaku
selama 20 tahun (selanjutnya disebut HGB No. 5);

6. HGB No.6 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 367/1989 luas + 464 M2 berlaku
selama 20 tahun (selanjutnya disebut HGB No. 6);

7. HGB No.7 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 370/1989 luas + 323 M2 berlaku
selama 20 tahun (selanjutnya disebut HGB No. 7);

8. HGB No. 8 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS
tanggal 30 Mei 1989 No. 369/1989 luas + 396 M2 berlaku
selama 20 tahun (selanjutnya disebut HGB No. 8).

Pemberian HGB oleh Pemerintah Kabupaten Agam kepada PT.
Sitangkai Sakti Group yang dipecah menjadi 8 telah berjalan secara lancar
dengan memperoleh keabsahan secara hukum yang ditandai dengan
penerbitan sertifikat HGB No. 1 sampai dengan sertifikat HGB No. 8
sebagaimana diuraikan di atas. Namun, 8 sertifikat HGB yang dipecah
untuk pengelolaan yang akan dilakukan oleh PT. Sitangkai Sakti Group
yang awalnya merupakan tindakan yang sah secara hukum Kini
mengalami sengketa hukum khususnya pada sertifikat HGB No. 1.
Sengketa tersebut bermula akibat tindakan PT. Sitangkai Sakti Group
mengajukan permohonan pemecahan terhadap sertifikat HGB No. 1
Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS tanggal 30 Mei 1989

N0.371/1989 luas + 242 M2 yang memiliki jangka waktu HGB sampai
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tahun 2009. Atas permohonan pemecahan dengan surat ukur tanggal 26
September 2000 Nomor: 15.25.10.2000, luas 17 m2 (tujuh belas meter
persegi) atas nama PT. Sitingkai Sakti Group, Badan Pertanahan Nasional
menerbitkan Sertifikat HGB No. 68 pada tanggal 8 Februari 2001 dengan
masa berakhir tanggal 08 Februari 2021. Hal tersebut berarti sertiifikat
HGB No. 8 sebagai hasil pemecahan dari sertifikat HGB No. 1 telah
melampaui batas sertifikat asal atau induknya, yang dalam hal ini sertifikat
HGB No. 1 berlaku sampai dengan tahun 2009, sedangkan sertifikat HGB
hasil pemecahan No. 68 berlaku sampai dengan tahun 2021.
Permasalahan tersebut tidak hanya sampai pada pemecahan
sertifikat HGB No.1 yang selanjutnya melahirkan sertifikat HGB No. 68
pada 8 Februari 2001. Sertifikat HGB No. 68 yang telah diterbitkan
tersebut sebelumnya telah dijual kepada pihak ketiga, yakni Nurmisal
sebelum HGB tersebut diterbitkan berdasarkan akta jual beli tanggal 27
September 2000, Nomor: 276/LBS/2000 yang dibuat dihadapan Sri
Husniati Najmi. SH (PPAT Kab. Agam). Hal tersebut berarti bahwa pada
saat permohonan pemecahan sertifikat HGB No. 1 menjadi sertifikat HGB
No 68, PT. Sitangkai Sakti Group telah melakukan penjualan sertifikat
HGB No. 68 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 September 2000,
Nomor: 276/LBS/2000 yang dibuat dihadapan Sri Husniati Najmi. SH
(PPAT Kab. Agam), padahal sertifikat HGB No. 68 baru diterbitkan pada

tanggal 8 Februari 2001.
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Selanjutnya berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Agam selaku Tergugat C bahwa 7 hari setelah penerbitan
sertifikat HGB No. 68 pada tanggal 15 Februari 2001 sertifikat HGB No. 68
atas nama PT. Sitingkai Sakti Group dilakukan balik nama menjadi
Nurmisal berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 September 2000, Nomor:
276/LBS/2000 yang dibuat dihadapan Sri Husniati Najmi. SH (PPAT Kab.
Agam).

Selanjutnya penulis akan melakukan analisis terkait keabsahan
penerbitan pemecahan sertifikat yang HGB No. 1 yang melahirkan
sertifikat HGB No. 68 yang dimohonkan oleh PT. Sitangkai Sakti Group,
serta pejualan sertifikat No. 68 kepada pihak ketiga, yakni Nurmisal.
Kasus penerbitan sertifikat HGB No0.68 terjadi pada tahun 2001, kemudian
sengketa di pengadilan berdasarkan Putusan No. 26/Pdt.G/2019/PN LBB
diputus pada 7 Juli 2020, sehingga regulasi yang digunakan untuk
melakukan analisis permasalahan ini lebih difokuskan pada Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Atas Tanah (PP NO. 40 Tahun 1996), meskipun
regulasi tersebut telah dicabut pada tahun 2021 melalui Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP No. 18 Tahun
2021).

Pada dasarnya, pengaturan terkait HGB diatur dalam UUPA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UUPA bahwa HGB adalah hak untuk
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mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Selanjutnya
berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UUPA diatur bahwa “yang dapat
mempunyai HGB ialah badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia”. Oleh karena itu, dalam
kedudukannya PT. Sitangkai Sakti Group selaku badan hukum yang
berkedudukan di Padang, Sumatera Barat merupakan badan hukum yang
dikategorikan berhak untuk mempunyai HGB. Oleh karena itu, kepemilikan
HGB No. 1 yang dimiliki oleh PT. Sitangkai Sakti Group yang berasal dari
Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Agam telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UUPA.

Selanjutnya terkait pemecahan sertifikat HGB No. 1 menjadi sertifikat
HGB No. 68 yang berlaku sampai 8 Februari 2021 yang melampaui batas
berlaku sertifikat asal atau induk, yakni 2009. Berdasarkan ketentuan
Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 diatur bahwa:

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu
bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara
sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing
merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang
sama dengan bidang tanah semula.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap
bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk
menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara terang dan jelas
bahwa pemecahan sertifikat adalah hal yang boleh dilakukan, akan tetapi

dengan ketentuan bahwa hasil pemecahan bidang tanah tersebut dengan

status hukum yang sama dengan bidang tanah semula atau dengan kata
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lain tidak melahirkan status baru terhadap sertifikat hasil pemecahan
bidang tanah tersebut. Hal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam
Pasal 133 Pasal 133 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah bahwa:

(1) Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah di daftar,
diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan
menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut
dilakukan dan melampirkan :

Sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan;

Identitas pemohon;

Persetujuan tertulis pemegang hak tanggungan, apabila hak
atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan.

(2) Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru dari
pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
pengukuran.

(3) Status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah
sama dengan status bidang tanah semula, dan untuk
pendaftarannya masing-masing diberi nomor hak baru dan
dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru, sebagai
pengganti nomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertifikat
asalnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24
Tahun 1997 jo. Pasal 133 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Permen No. 3
Tahun 1997 tersebut, maka pada dasarnya tindakan pemecahan sertifikat
adalah tindakan yang dimungkinkan atau bisa dilakukan oleh pemegang
HGB, sepanjang memenuhi syarat yang berlaku. Atas dasar tersebut,
maka PT. Sitangkai Sakti Group berhak untuk melakukan pemecahan
sertifikat HGB No. 1. Namun, pemecahan sertifikat tersebut juga wajib
untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1)

PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 133 ayat (3) Permen No. 3 Tahun 1997.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 jo.
Pasal 133 ayat (3) Permen No. 3 Tahun 1997 tersebut, maka secara
terang dan jelas bahwa penerbitan sertifikat HGB melalui pemecahan
tidaklah merubah status hak yang melekat pada sertifikat asal atau
sertifikat induk, tetapi hanya dilakukan pemecahan sertifikat dengan
ketentuan tidak melanggar hukum. Apabila dikaitkan dengan pemecahan
sertifikat HGB No. 1 yang dilakukan oleh PT. Sitangkai Sakti Group, maka
pemecahan sertifikat HGB No. 1 tersebut pada dasarnya telah melanggar
hukum karena pemecahan sertifikat HGB No. 1 melahirkan sertifikat HGB
No. 68 dengan memberikan status hak baru, yakni masa berlaku sejak
tanggal penerbitan 8 Februari 2001 sampai dengan 2021. Penerbitan
sertifikat HGB No. 68 telah melebihi waktu berlaku sertifikat HGB No. 1
sebagai sertifikat asal atau induk yang memiliki status masa keberlakuan
tahun 1989 sampai dengan tahun 2009. Artinya, pemecahan sertifikat
HGB No. 1 telah melahirkan status hak baru pada sertifikat HGB No. 68.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 jo.
Pasal 133 ayat (3) Permen No. 3 Tahun 1997, PT. Sitangkai Sakti Group
hanya dapat melakukan pemecahan sertifikat HGB No. 1 tanpa
memperbarui status hak keberlakuan dari HGB No. 68. Oleh karena itu,
sertifikat HGB No. 68 seharusnya memiliki masa berlaku hanya sampai
tahun 2009 sesuai dengan sertifikat HGB No. 1. Atas dasar tersebut,
penulis berpandangan bahwa sertifikat HGB No. 68 adalah sertifikat yang

cacat yuridis atau cacat hukum karena diterbitkan secara melawan hukum
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dengan melanggar Pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 133

ayat (3) Permen No. 3 Tahun 1997.

Selanjutnya, terkait permasalahan penjualan sertifikat HGB No. 68

oleh PT. Sitangkai Sakti Group kepada pihak ketiga, yakni Nurmisal.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, HGB merupakan hak yang

dapat dialihkan kepada pihak lain. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan

Pasal 35 ayat (3) UUPA bahwa “Hak guna-bangunan dapat beralih dan

dialihkan kepada pihak lain”. Adapun ketentuan terkait peralihan HGB

diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 6 PP No. 40

Tahun 1996 bahwa;:

(1)
(2)

®3)
(4)

()

(6)

(7)

(8)

Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak
lain.

Peralihan Hak Guna Bangunan terjadi karena:

a jual beli;

b tukar menukar;

c penyertaan dalam modal;

d hibah;

e pewarisan.

Peralihan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

Peralihan Hak GunaBangunan karena jual beli kecuali jual beli
melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan
hibah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah.

Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan
Berita Acara Lelang.

Peralihan Hak Guna Bangunan karena pewarisan harus
dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris
yang dibuat oleh instansi yang berwenang.

Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan
harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak
Pengelolaan.

Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik harus
dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang
bersangkutan.
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Atas ketentuan tersebut, maka seharusnya PT. Sitangkai Sakti
Group harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Agam
selaku pemegang hak pengelolaan yang memberikan HGB kepada PT.
Sitangkai Sakti Group untuk melakukan peralihan HGB kepada pihak lain.
Apabila ditinjau dari kesepakatan dalam perjanjian antara Pemerintah
Kabupaten Agam dengan PT. Sitangkai Sakti Group. Pada angka 3 poin
perjanjian tersebut disepakati bahwa “Pihak kedua mendapatkan hak atas
sarana pembelanjaan yang dibangun dan diberi hak untuk
menjual/mengoper namakan bangunan tersebut kepada pihak ketiga”.
Oleh karena itu, melalui kesepakatan dalam perjanjian tersebut, PT.
Sitangkai Sakti Group berhak untuk menjual HGB kepada pihak lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya PT. Sitangkai
Sakti Group dimungkinkan atau bisa melakukan peralihan sertifikat HGB
kepada pihak lain sepanjang masa keberlakukan HGB tersebut masih
berlaku, termasuk melalui jual beli HGB. Jual beli HGB sebagaimana yang
dilakukan adalah tetap tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang
berlaku dengan memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320
BW yakni, memenuhi syarat:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pada jual beli HGB ini, para pihak telah sepakat untuk melakukan

jual beli HGB No. 68 yang dibuktikan melalui Akta Jual Beli tanggal

27 September 2000, Nomor: 276/LBS/2000 yang dibuat dihadapan

Sri Husniati Najmi. SH (PPAT Kab. Agam).

59



2)

3)

4)

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada jual beli HGB ini, penulis berpandangan bahwa para pihak
dianggap cakap karena proses jual beli tersebut di tangani oleh
Notaris, sehingga dapat dipastikan bahwa Notaris tersebut tentunya
telah memperhatikan unsur kecapakapan dari para pihak sebelum
melakukan transaksi jual beli HGB No. 68.

Suatu hal tertentu

Pada perjanjian ini, syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi karena
objek yang diperjanjikan adalah jelas, yakni jual beli HGB No. 68
yang merupakan HGB hasil pecahan dari HGB No. 1 yang dimiliki
oleh PT. Sitangkai Sakti Group. Namun, meskipun objek yang
diperjanjikan jelas, tetapi perlu dipahami bahwa sertifikat HGB No. 68
adalah sertifikat yang cacat yuridis sehingga tidak memiliki kekuatan
keberlakukan sebagai sertifikat HGB.

Suatu sebab yang halal

Pada perjanjian ini, penulis berpandangan bahwa suatu sebab yang
halal tidak terpenuhi dalam jual beli HGB No. 68 sekalipun telah
dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli tanggal 27 September 2000,
Nomor: 276/LBS/2000 yang dibuat dihadapan Sri Husniati Najmi. SH
(PPAT Kab. Agam). Hal tersebut dikarenakan sertifikat HGB No. 68
merupakan sertifikat yang cacat yuridis karena melanggar ketentuan
Pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 133 ayat (3)

Permen No. 3 Tahun 1997. Selain itu, terdapat kejanggalan dalam
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proses jual beli HGB No. 68 karena akta jual beli tersebut dibuat
pada tanggal 27 September 2000 sedangkan, sertifikat HGB No. 68
baru diterbitkan pada tanggal 8 Februari tahun 2001. Oleh karena itu,
patut diduga bahwa telah terjadi spekulasi dalam proses jual beli
HGB No. 68 sehingga melanggar syarat suatu sebab yang halal.
Adapun akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu perjanjian
melanggar syarat suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal
adalah perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum atau
dianggap tidak pernah ada. Meskipun pada praktiknya, pembatalan
perjanjian yang melanggar syarat suatu hal tertentu dan sebab yang
halal juga dilakukan melalui gugatan pada pengadilan guna
memperoleh kepastian hukum melalui putusan pengadilan sehingga
terdapat kekuatan eksekutorial di dalam pelaksanaan pembatalan
perjanjian tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, maka jual beli HGB No. 68 melalui Akta
Jual Beli tanggal 27 September 2000, Nomor: 276/LBS/2000 yang dibuat
dihadapan Sri Husniati Najmi. SH (PPAT Kab. Agam) adalah tidak
memenuhi syarat sah perjanjian sekalipun PT. Sitangkai Sakti Group
memiliki hak untuk mengalihkan HGB yang dimilikinya. Pemecahan
sertifikat HGB No. 1 sehingga terbit sertifikat HGB No. 68 yang
dimohonkan oleh PT. Sitangkai Sakti Group adalah cacat hukum atau
cacat yuridis. Akibat hukum vyang ditimbulkan dari penjualan dan

penerbitan sertifikat HGB di atas tanah yang berstatus HGB dari
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pemerintah adalah cacat hukum atau cacat yuridis, karena pemecahan
HGB vyang dilakukan dimohonkan oleh PT. Sitangkai Sakti Group
melahirkan status baru terhadap sertifikat HGB No. 68 dengan melanggar
Pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 133 ayat (3) Permen No.
3 Tahun 1997. Kemudian jual beli HGB No. 68 tidak memenuhi syarat
objektif, yakni suatu sebab yang halal pada perjanjian berdasarkan Pasal
1320 ayat (4) BW. Oleh karena itu, jual beli tersebut berakibat pada

konsekuesi batal demi hukum.
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